IKHTISAR KETETAPAN

PERKARA NOMOR 61/PUU-XVII/2019

Tentang

Penarikan Kembali Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Pemohon
Jenis Perkara

Pokok Perkara

Amar Ketetapan

tentang Hukum Acara Pidana

Drs. La Arta, M.Si.,

Pengujian Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2004

tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004), Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

(UU 14/1985), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD 1945);

Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004,

Pasal 66 ayat (1) disebut UU 14/1985, dan Pasal 268 ayat

(3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945;

1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali
permohonan Pemohon,;

2. Permohonan  Nomor 61/PUU-XVII/2019  perihal
Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316),
dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan  kembali
Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 23
ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66
ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316),
dan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi
untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi
Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan

kepada Pemohon.
Tanggal Ketetapan : Kamis, 28 November 2019;

Ikhtisar Ketetapan

Pemohon perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 adalah Drs. La Arta, M.Si.
mengajukan pengujian Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, Pasal 66
ayat (1) disebut UU 14/1985, dan Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD
1945;

Mahkamah telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan
pada tanggal 29 Oktober 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan
Pemohon dan sebagaimana ketentuan yang berlaku, Mahkamah telah
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki
permohonannya;

Mahkamah telah pula menyelenggarakan sidang Pemeriksaan
Pendahuluan pada tanggal 11 November 2019 dengan agenda mendengarkan
perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti Pemohon;

Pada tanggal 12 November 2019, Mahkamah Konstitusi menerima surat
bertanggal 12 November 2019 dari Pemohon yang menyatakan pencabutan
perkara Nomor  61/PUU-XVII/2019 perihal Permohonan Penguijian
Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) UU 4/2004, Pasal 66 ayat (1) UU 14/1985, dan
Pasal 268 ayat (3) UU 8/1981 terhadap UUD 1945;

Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 13 November 2019
telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan
Perkara Nomor 61/PUU-XVII/2019 beralasan menurut hukum dan karenanya
Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;

Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali permohonan
Pemohon dengan memperhatikan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "UU Mahkamah
Konstitusi”), yang berbunyi "(1) Pemohon dapat menarik kembali permohonan
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan. (2) Penarikan
kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan permohonan tidak
dapat diajukan kembali.” Berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU Mahkamah
Konstitusi tersebut menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali
permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, Mahkamah menetapkan permohonan
a quo sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan Pemohon;

2. Permohonan Nomor 61/PUU-XVII/2019 perihal Pengujian Konstitusionalitas
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Pasal 66 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;

3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian
Konstitusionalitas Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358),
Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316), dan Pasal 268
ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta
Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan
kepada Pemohon.



